SALINAN

BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/ 3 /2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

BUPATI MUNA BARAT,
Menimbang @ a. bahwa bahwa peraturan kepala daerah dibentuk dalam
rangka pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan
perundang- undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan
kewenangannya,

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas
pembentukan  produk  hukum daerah  diperlukan
perencanaan  penyusunan pembentukan  peraturan
kepala dacrah;

¢. bahwa perencanaan penyusunan peraturan kepala
daerah diwujudkan dalam program pembentukan
peraturan kepala dacrah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menctapkan  Keputusan Bupati tentang Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026,

Menpgingat . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan,
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. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Muna Barat  di Provinsi
Sulawest Tenppara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Prmerintah
Pengganti Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang  Pembentukan  Produk Hukum  Daerah,

schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun
2026, sebapgaimana tercantum pada Lampiran Keputusuan
ini;

KEDUA : Program  Pembentukan  Peraturan Kepala  Daerah
sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan
Peraturan Kepala Daeral;

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI MUNA BARAT,
trd

LA ODE DARWIN
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